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  ABSTRACT 

This study investigates the role of the National Sharia Council-
Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in the formulation of 
Islamic banking policies in Indonesia. The National Sharia 
Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is responsible for 
establishing Sharia guidelines that serve as the basis for Islamic 
banking policies and practices. The role of the National Sharia 
Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) encompasses 
various aspects of Islamic banking, playing a crucial role in 
providing legal certainty and serving as the foundation for the 
implementation of contracts in Islamic financial institutions. The 
fatwas issued by DSN-MUI become doctrines in both material 
interpretation and provide legal certainty for stakeholders. 
Furthermore, the fatwas of the National Sharia Council-
Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) influence policies 
governing Islamic banking, assisting Islamic financial institutions 
in operating in accordance with Sharia principles. A more in-depth 
study on the specific effects of DSN-MUI fatwas on the formation 
of Islamic banking policies in Indonesia is crucial. This research 
is expected to enhance understanding and contribute to the 
advancement of the Islamic banking industry in Indonesia. 
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Dikarenakan peran penting Dewan Syariah Nasional-Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan panduan dan 

fatwa syariah yang menjadi dasar kebijakan dan operasi perbankan 

syariah di Indonesia, serta peran penting dari fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menjamin 

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, Bank syariah 

menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan 

usahanya dan menjalankan hukumnya berdasarkan prinsip syariah 

yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits untuk memastikan 

bahwa operasi mereka sesuai dengan prinsip syariah (Tarina, 

Radian, & Andriani, 2023). Perbankan syariah membutuhkan 

peraturan yang berkaitan dengan hal ini. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) membahas berbagai aspek perbankan syariah, seperti 

pembiayaan murabahah, hawalah, dan lainnya, dan memainkan 

peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam peraturan perbankan syariah (Istiqomah, 

2022). Studi ini melihat bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi untuk mengatur 

perbankan syariah di Indonesia. Salah satu fungsi penting Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah 

memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam 

perbankan syariah. 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) mengeluarkan panduan atau fatwa syariah, yang berfungsi 
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sebagai dasar kebijakan dan operasi perbankan syariah (Simal, 

2019). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) membahas berbagai aspek perbankan syariah, 

termasuk pembiayaan murabahah, hutang jangka pendek, dan 

jangka panjang, dan dianggap sebagai sumber hukum dalam 

pengertian materiil. Selain itu, fatwa ini berfungsi sebagai dasar 

untuk praktik penerapan akad di beberapa negara (Witro, Zufriani, 

Arzam, & Nurjaman, 2021). 

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa fatwa Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan 

penting dalam perbankan syariah. Namun, belum banyak penelitian 

yang dilakukan mengenai dampak fatwa tersebut terhadap 

kebijakan perbankan syariah di Indonesia. Studi menunjukkan 

bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa 

pihak-pihak yang terlibat dalam perbankan syariah memiliki 

kepastian hukum. Selain itu, fatwa ini juga berfungsi sebagai dasar 

untuk praktik penerapan akad di lembaga keuangan syariah, 

termasuk perbankan syariah (Nofrianto, Erba, Lestari, & Harahap, 

2022). 

Meskipun demikian, penelitian kurang memperhatikan 

dampak umum fatwa terhadap industri perbankan syariah, tanpa 

memperhatikan peraturan khusus. Akibatnya, penelitian yang lebih 

mendalam diperlukan tentang cara fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diterapkan dalam pembuatan 
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kebijakan yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Dengan 

menyelidiki peran khusus fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pembentukan kebijakan 

perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana fatwa ini 

memengaruhi elemen peraturan perbankan syariah dan memberikan 

kontribusi positif untuk kemajuan industri perbankan syariah di 

Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai tinjauan literatur 

atau studi literatur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

pemahaman tentang peran Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pembentukan kebijakan 

regulasi perbankan syariah dengan melakukan analisis dan 

ringkasan literatur yang relevan. Fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi perbankan syariah, 

dan publikasi akademik terkait lainnya dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

Tidak ada sampel yang diperlukan untuk penelitian ini 

karena ini adalah studi pustaka. Namun, pengumpulan informasi 

dapat memastikan literatur yang relevan dan berkualitas termasuk. 

Penelitian ini bergantung pada analisis literatur dan pustaka yang 

sudah ada, metode sampel tidak digunakan. Informasi ini 
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dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti laporan penelitian, 

buku, jurnal, dan dokumen resmi tentang peraturan perbankan 

syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini dapat mengukur variabel 

berikut: 

1.      Interpretasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI): Tingkat pemahaman dan implementasi 

fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) dalam peraturan perbankan syariah. 

2.      Dampak Regulasi Perbankan Syariah: Evaluasi pengaruh 

regulasi yang terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terhadap industri 

perbankan syariah. 

3.      Proses Pembentukan Kebijakan: Fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatur 

mekanisme dan proses pembentukan kebijakan regulasi 

perbankan syariah. 

Peneliti menganalisis data penelitian ini dengan menggunakan 

teknik analisis literatur dan pustaka. Analisis pada penelitian ini 

dapat mencakup sintesis informasi, melakukan perbandingan antar 

literatur, dan menemukan pola atau tren dari penelitian sebelumnya. 

Dikarenakan penelitian ini adalah kajian pustaka, tidak ada 

responden yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Namun, 
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penelitian ini dapat mencakup analisis demografi penulis literatur 

yang diakses, termasuk afiliasi profesional, latar belakang 

akademik, dan institusi mereka. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Interpretasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) bertanggung jawab untuk mengembangkan pedoman syariah 

untuk perbankan syariah di Indonesia. Dalam menjalankan operasi 

lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, ada fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI). Lembaga keuangan syariah menggunakan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) sebagai pedoman dalam menjalankan operasi mereka. 

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penerapan 

prinsip syariah dan berfungsi sebagai dasar untuk pengawasan dan 

pengawasan lembaga keuangan syariah. Selain itu, fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai dasar untuk praktik 

penerapan akad di lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan 

syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak 
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yang terlibat dalam peraturan perbankan syariah. 

Hal ini penting karena perbankan syariah memerlukan 

peraturan yang berkaitan dengan prinsip syariah untuk menjalankan 

kegiatan usahanya dan menjalankan hukumnya berdasarkan prinsip 

syariah yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits. Oleh karena 

itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

memainkan peran penting dalam memberikan keamanan hukum 

kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perbankan syariah. Oleh 

karena itu, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) bertanggung jawab untuk menetapkan panduan 

syariah, yang sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga 

keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, beroperasi sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam. 

Dampak Regulasi Perbankan Syariah 

Dengan menjadi dasar hukum ekonomi Islam yang mengatur 

aktivitas ekonomi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) membantu memberikan kepastian 

hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam peraturan perbankan 

syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) berfungsi sebagai alat hukum ekonomi Islam dan 

menjadi dasar untuk membuat hukum positif di Indonesia. Selain 

itu, doktrin ini disebut sebagai sumber hukum secara materiil. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
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(DSN-MUI) membahas berbagai aspek perbankan syariah, seperti 

pembiayaan murabahah, hawalah, dan lainnya. Hal ini sangat 

penting untuk memberi pihak-pihak yang terlibat dalam peraturan 

perbankan syariah kepastian hukum. Selain itu, fatwa yang 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai dasar untuk praktik 

penerapan akad di lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan 

syariah. 

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan kemampuan 

bagi perbankan syariah untuk menjalankan operasinya sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memastikan kepatuhan 

mereka terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini memberikan 

keamanan hukum kepada semua orang yang terlibat dalam 

peraturan perbankan syariah, termasuk nasabah, investor, dan 

lembaga pengawas. Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat penting 

untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk 

perbankan syariah, tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

Islam dan tetap beroperasi dengan baik. 

Proses Pembentukan Kebijakan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) membahas berbagai aspek perbankan syariah, seperti 
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pembiayaan murabahah, hawalah, dan aspek lainnya yang berkaitan 

dengan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas perbankan. Fatwa 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

menentukan praktik penerapan akad di lembaga keuangan syariah, 

termasuk perbankan syariah, sehingga sangat penting bagi lembaga 

keuangan syariah. Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

memberikan standar yang jelas bagi lembaga keuangan syariah 

untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah Islam. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) memastikan lembaga keuangan syariah dan para pihak 

yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah. Aspek-aspek yang 

dibahas dalam fatwa ini. Dengan aturan yang jelas, lembaga 

keuangan syariah dapat memastikan operasinya sesuai dengan 

prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan dan keinginan klien yang 

mencari layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 

Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga keuangan syariah dengan memastikan bahwa mereka dapat 

menjalankan operasinya dengan kepatuhan terhadap aturan yang 

berlaku. 

Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) membahas aspek-aspek perbankan 
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syariah, yang sangat memengaruhi keberlangsungan dan 

kepercayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. 

Kesimpulan  

Ada beberapa kesimpulan dari penelitian tersebut: 

1.      Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) bertanggung jawab atas pembentukan pedoman syariah, 

yang berfungsi sebagai dasar untuk kebijakan dan praktik 

perbankan syariah di Indonesia. 

2.      Berbagai aspek perbankan syariah, seperti pembiayaan 

murabahah dan hawalah, dibahas dalam fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini 

sangat penting untuk memberikan jaminan hukum kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam peraturan perbankan syariah. 

3.      Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjamin kepatuhan 

terhadap prinsip syariah dan berdampak pada kebijakan yang 

mengatur perbankan syariah. Hal ini membantu perusahaan 

keuangan syariah mematuhi undang-undang yang berlaku. 
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